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MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan setiap
penyelenggara  telekomunikasi wajib memberikan
prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan
penyampaian informasi penting yang menyangkut
keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta
benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah
penyakit;

bahwa layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di
Indonesia perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung
pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi
penting yang menyangkut keamanan negara,
keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana
alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit
sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, sehingga
penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara
terpadu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor: 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

10.

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara (belum diundangkan);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi (belum diundangkan)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18

13.

Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014
tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
882);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);


http://www.peraturan.go.id

2016, No.1033

Menetapkan

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun
2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional
2000 (Fundamental Technical Plan National 2000)
Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun 2001 tentang
Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000
(Fundamental Technical Plan National 2000)
Pembangunan Telekomunikasi Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 770);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi
melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem

elektromagnetik lainnya.

2. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat

telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan

dalam bertelekomunikasi.

3. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
usaha swasta, dan koperasi yang melakukan
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah

mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
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Pusat Panggilan Darurat (Emergency Call Center) adalah
pusat informasi yang digunakan untuk menerima dan
mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan
darurat melalui jaringan telekomunikasi.

Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal
yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan
keadaan darurat.

Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang
lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan

telekomunikasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.

membentuk sistem Pusat Panggilan Darurat yang
terpadu;

menyatukan nomor panggilan darurat untuk
mempermudah masyarakat dalam penanggulangan
keadaan darurat;

mempercepat penanggulangan keadaan darurat; dan

mempermudah koordinasi antar instansi terkait.

BAB 11
LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

Pasal 3

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat harus
menggunakan Nomor 112.

Penggunaan Nomor 112 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian dari Ikhtisar Peruntukan
Nomor pada Lampiran 2 Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang

Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000
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